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BPK Audit Khusus Tujuh Kabupaten

MELAWI, TRIBUN - Penjabat Bupati
Melawi, Hatta meminta SKPD yang ada
di jajarannya agar berhati-hati dalam
menggunakan anggaran. Jangan sam-
pai memberi kebijakan di luar dari ke-
tentuan, karena bisa berhadapan de-
ngan hukum.

Hatta mengatakan, dirinya j ]uga sa-
ngat menghindari memberikan kebija-
kan di luar anggaran. Karena kon-
sekuensinya juga sangat besar, kata dia,
menjalankan aturan tidak bisa hanya
mengandalkan keinginan sendiri.

“Saya berkuasa, itu tidak boleh. Teta-
pi harus mengacu pada undang-un-
dang, kalau itu dijalankan dengan baik,
selamatlah dia. Tapi kalau tidak, masuk
paritlah kita, memang tidak saat itujuga
tapi nanti,” katanya. |

Kata, Hatta saat ini kinerja pejabat
banyak yang menyoroti dan mengawa-
si. Hatta mengaku ngeri saat ini banyak
sekali pejabat yang terlibat korupsi. Kata
dia, sehebat apapun, kalau dia, jika te-
lah melanggar aturan dan melawan
undang-undang, bisa diproses.

“Maka dari itu saya akan melaku-
kan evaluasi penggunaan anggaran dari
bulan Januari sampai Agustus, saya
minta nanti semua SKPD melaporkan
penyerapan anggaran, saya tidak mau
tahu, mumpung BPK belum masuk ke

Melawi,” tegasnya.
. KataHatta, dalam waktu dekat, akan
ada pemeriksaan khusus dari BPK ter-
kait keuangan di Kabupaten Melawi.
Sebagai penjabat dirinya akan terbuka,
karena saat ini memang sudah era ket-
erbukaan publik.

“Ada tujuh kabupaten yang akan
diaudit secara khusus, terutama daerah
yang sedang melaksanakan pemilihan

kepala daerah. Kenapa dilakukan pe-

meriksaan khusus, supaya diketahui
mana batas pejabat lama dan mana ba-
tas pejabat yang baru, saya tidak mau
cuci piring orang, atau menanggung
resiko orang, sedangkan saya tidak tahu
apa-apa,0 jelasnya.

Dia mengatakan, Pemeriksaan De—
ngan Maksud Tertentu, (PDT) akan di-
laksanakan dengan cepat, dalam satu bu-
lan pemeriksaan sudah bisa selesai, ber-
beda dengan pemeriksaan rutin bisa

- saja didiamkan.

“Jadi berlaku bagi setiap daerah
yang melaksanakan pilkada, ini program
gubernur berdasarkan undang-undang,
saya tidak nakut-nakuti, kalau kita sudah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan
aturan kenapa harus takut, tapi kalau

-salah ya tetap salah kita tidak bisa melin-

dungi karena mereka bekerja tidak se-
suai dengan aturan,” jelasnya.

Menurut Hatta, apa yang bisa mem-
buat pejabat disalahkan dalam peng-
gunaan anggaran. Tidak lain karena
mereka telah mengambil kebijakan di
luar dari program kerja SKPD. Kata
Hatta menyusun anggaran itu sama
seperti. menyusun kebutuhan rumah
tangga.

“Ada duit Rp 10 ribu untuk beli bla-
can, maka belilah blacan jangan buat beli
garam. Kalau ada kebijakan tidak sesuai
aturan jangan ikuti, kalau sampai masuk
penjara kasihan dia,” tandasnya. -

Dia mengungkapkan, contoh nyata
adalah kebijakan yang dilaksanakan
mentri BUMN, karena kebijakannya
yang beresiko, padahal satu sen pun dia
tidak memegang uang tersebut. Namun
karena ada tanda tangannya maka saat
ini berurusan dengan hukum.

“Hukum kan tidak ada seperti itu,
terus terang saya ngeri, daripada saya

* berisiko lebih baik saya jadi staf mes-

kipun gaji- pas-pasan, kenapa, karena
saya tidak pernah minta jabatan, dikasi
terimakasih ndak dikasi ya diam, wa-
laupun hati sakit,” ujarnya. ~
Mengapa demikian, kata Hatta,
karena saat ini yang melakukan penga-
wasan cukup banyak. Bisa dilihat ta-
yangan TV saat ini banyak yang me-
nyorot pe]abat masuk penjara. (all)
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